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PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.GM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang majelis
hakim telah menjatuhkan putusan antara:
PENGGUGAT, lahir di kebon Talo, 27 Juni 1984, agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SMP, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok
Barat, sebagai “Penggugat”;
Melawan
TERGUGAT, lahir di Rembige tahun 1970, agama Islam, pekerjaan
Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat tinggal di XXXXXXX, Kota Mataram, sebagai
“Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 5 Januari 2024
telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Nomor

41/Pdt.G/2024/PA.GM, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2003, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat,
sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/13/VII1/2003,
tanggal 29/08/2003;
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2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX, Kota Mataram kemudian pindah
dan terakhir bertempat tingga di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXX,
Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama ANAK, Laki-laki, tanggal lahir 27 April 2005;

4. Bahwa saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa lebih kurang sejak Tahun 2020 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a) Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada
Penggugat;

b) Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka main judi dan
suka minum-minuman keras dan apabila Tergugat dinasihati oleh
Penggugat, Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

c) Tergugat sering berhutang kepada oranglain tanpa sepengetahuan
Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2021 yang akibatnya
antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat
tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXX, Kabupaten Lombok
Barat, Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun hingga
sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
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8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talag satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang
sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 41/Pdt.G/2024/PA.GM. yang
bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan
dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat
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tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

dan sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat dan telah ditanda tangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong,
Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai
cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3),
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik ipar Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

— Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 yang lalu,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat;
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— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan
sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

— Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tahun 2021 yang lalu, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat putus
komunikasi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
lagi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar
rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya,
akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sepupu Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

— Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 yang lalu,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat;

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan

sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tahun 2021 yang lalu, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat putus
komunikasi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
lagi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar
rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan
Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan
Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim
menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara

Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil,
namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada
Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidakhadiran
Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan
perkara a quo dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg. disebutkan
bahwa “Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu,
sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka Ketua Pengaduan Negeri dapat
memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar
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datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan
bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk
menghadap lagi”. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam kejadian
sebagaimana dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak
hadir Hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak
hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu. Kata
“‘dapat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mampu; sanggup; bisa;
boleh; dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak memanggil kembali Tergugat
karena  berdasarkan relaas panggilan kepada  Tergugat  nomor
41/Pdt.G/2024/PA.GM. tanggal 10 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak
datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa tidak perlu lagi melakukan pemanggilan kedua kepada
Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.
Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak
pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana
diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang
diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal
80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap
pada gugatannya;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2003 sebagaimana Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: Nomor:
190/13/VIII/2003, tanggal 29/08/2003. Kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit
dirukunkan, yang kemudian pada tahun 2021 antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah rumah dan putus komunikasi serta sudah tidak ada
hubungan lahir dan batin layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak
pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang berbunyi:

AP IS B R WA L VI R (RS

L

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an Il :
405);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan

serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal
tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Penggugat telah
dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena
perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan
adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk
dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
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di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi
dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau
Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana
tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3
serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,
P.2 dan P.3, semua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan
yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,
maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat
(1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai jo. pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2
dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah, namun untuk subtansinya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat.
Adapun substansi dari bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa
Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik
yang berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. kekuatan pembuktiannya
bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara a quo. Adapun
substansi dari bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat
mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi. Kedua saksi aquo telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut
telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi
saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian
sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian aquo secara formil
dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan
berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, keduanya
mengetahui bahwa sejak tahun 2020 telah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat
kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-
mabukan main judi dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang
lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami dan
istri, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali namun
tidak berhasil. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah
berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu
dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg,
Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah
memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat, dimana
saksi kedua Penggugat tersebut meskipun tidak pernah menyaksikan
langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengetahui
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 lalu
hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi serta tidak
ada hubungan baik lahir maupun batin, upaya keluarga untuk mendamaikan
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Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil, jika dikaitkan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal
27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri
yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami isteri namun tidak berhasil,
menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (broken heart),
maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi
syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua
orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim
berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas
minimal bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu
membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti
surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan,
maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

2. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan
nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi
dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan putus komunikasi
sejak tahun 2021 yang lalu hingga sekarang;

4. Bahwa oleh keluarga telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada
Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap

pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;
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Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan
memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan indikator
tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (broken Marriage) antara lain;
1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban
sebagai suami istri;

4) Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;

5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL,
KDRT, main judi, dan lain-lain);

dan bila semua atau salah satu saja unsur tersebut telah terbukti, maka secara

hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran mahkamah
Agung Nomor 3 tahun 2018 yang telah menyempurnakan rumusan Kamar
Agama dalam Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tersebut
diatas, Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama
dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri
lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal
menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat
dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indicator
yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah
dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang
menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
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tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat / Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit
dirukunkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sudah tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
menyatakan: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa
antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada harapan untuk kembali dan terbukti saat ini telah pisah
tempat tinggal dan putus hubungan sejak tahun 2021 atau kurang lebih
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa adanya komunikasi layaknya suami
dan istri, maka Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai
unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia,
dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah
tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-
Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

d
R P P i R M B R < N R T 3 L N B A B T
O 4a3 )5 5334 oS Jans Ledl) 1 5TA a3l aSasil Ga ST IR G il (e
O}Mqﬁ@%‘.—lyﬁﬁgé

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan
menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan
didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan
lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus
didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul figh
yang berbunyi:

Fladl Gla e (Jg) aulidll ¢ 5o
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan
kemaslahatan’;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat tidak
ada harapan untuk kembali dan terbukti saat ini telah pisah tempat tinggal
sejak tahun 2021 atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa
adanya komunikasi layaknya suami dan istri, Majelis Hakim berpendapat
bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin
dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan
menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat maupun Tergugat, oleh
karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai
dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Figih Sunnah Juz Il : 248
yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Y 1) s gl o) e 1Y) Rl ol e il of A g3l o
Lagin oY) (o (alBl) Gas g L Leglial o 3l algd dza El.hlu.)

Aty Aalks Lgill
Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah
ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri
tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah
tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut,
maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: “suami-
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isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Jis. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan
atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan a quo
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Giri Menang adalah talak satu ba’in shughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 15 Januari
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah oleh Ulfa
Nurwindiasari, S.H.l. sebagai Ketua Majelis Kunthi Mitasari, S.H.l. dan
Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu
Rugaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Ulfa Nurwindiasari, S.H.l.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,
TTD TTD
Kunthi Mitasari, S.H.I. Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.
Panitera Pengganti,
TTD

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp  30.000,00
- ATK Perkara :Rp  75.000,00
- Panggilan dan PBT :Rp 415.000,00
- PNBP Panggilan dan PBT :Rp  30.000,00
- Redaksi :Rp  10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
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